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Abstract: 

The sharp polarization caused by the general election in Indonesia has created a new phenomenon of 
intolerance which breaks unity and oneness. This polarization is also increasingly sharpened by the existence 
of elements that take advantage of this polarization for the interests of groups and classes, thus creating a 
climate of identity politics that is extreme left or right. Efforts to reduce this polarization need to be 
Continuously developed. The development of religious moderation is an important step in addressing identity 
politics. Each party exists with various identities, both ethnicity, race and religion. Religious moderation plays 
a role in creating a conducive situation for each religion to grow and develop as one of the basic rights 
guaranteed by law. The author criticizes as well as provides suggestions from the results of a gualitative 
analysis of the literature on efforts to develop religious moderation. With the development of religious 
moderation, itis hoped that the polarization caused by identity politics will not become too extreme and disrupt 
the life of the nation and state. 
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Abstraksi: 

Tajamnya polarisasi akibat pemilihan umum di Indonesia telah menciptaan satu fenomena baru intoleransi 
yang memecah persatuan dan kesatuan. Polarisasi ini juga semakin dipertajam dengan adanya oknum-oknum 
yang memanfaatkan polarisasi ini untuk kepentingan kelompok dan golongan sehingga menciptakan iklim 
politik identitas yang ekstrem kiri ataupun kanan. Upaya-upaya untuk mengurangi polarisasi ini perlu terus 
dikembangkan. Pengembangan moderasi beragama adalah salah satu langkah penting untuk menyikapi 
politik identitas. Masing-masing pihak wujud dengan identitasnya yang berbagai macam, baik suku, ras dan 
agama. Moderasi beragama memgambil peran dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi masing-masing 
agama untuk tumbuh dan berkembang sebagai salah satu hak asasi yang dijamin oleh undang-undang. Penulis 
mengkritisi sekaligus memberikan saran dari hasil analisis literatur secara kualitatif upaya-upaya dalam 
mengembangkan moderasi beragama. Dengan semakin berkembangnya moderasi beragama, diharapkan 
polarisasi yang diakibatkan oleh politik identitas dalam diminimalisir tidak menjadi terlalu ekstrem yang 
mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kata kunci: moderasi beragama, politik identitas, toleransi beragama, masyarakat sipil 
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1. Pendahuluan 


Moderasi beragama adalah sebuah konsep yang 
mengajarkan umat beragama untuk selalu 
mengedepankan sikap adil, toleransi dan 
memposisikan diri di tengah-tengah di antara dua 
masalah. Konsep ini sangat dibutuhkan bagi seluruh 
umat beragama di Indonesia dalam menghadapi 
tahun-tahun politik seperti yang terjadi saat ini. 
Melalui konsep tersebut akan terbangun dalam diri 
mereka sikap toleransi dan menghargai perbedaan 
pilihan politik orang lain, baik itu perbedaan pilihan 
partai, caleg maupun pasangan capres-cawapres 
atau cagub-cawagub. 


Namun jika berkaca pada kontestasi politik di 
periode-periode sebelumnya, telah terjadi polarisasi 
politik di tengah masyarakat. Ungkapan-ungkapan 
bernarasikan ujaran kebencian, seperti: cebong, 
kampret, kadrun dan lain sebagainya, seakan 
menjadi makanan sehari-hari yang terdengar kala 
itu. Menurut survei Polmark (2019), pada pemilihan 
presiden (pilpres) 2019, sebanyak 5,7”o responden 
merasa bahwa pilpres kala itu telah merusak 
hubungan pertemanan mereka. Angka ini naik dari 
survei serupa pada kontestasi pilpres 2014. Pada 
saat itu, sebanyak 4,3Yo pemilih menganggap bahwa 
pilpres memicu keretakan hubungan pertemanan di 
masyarakat (BBC News Indonesia, 2019). Upaya 
moderasi beragama harus terus dikembangkan, 
seiring dengan dikembangkannya sikap toleransi 
dan persatuan sebagai anak bangsa. 


Fenomena ini pada akhirnya mengikis rasa 
persaudaraan dan menimbulkan kebencian terhadap 
satu individu atau kelompok tertentu. Permasalahan 
tersebut tentu sangat disayangkan terjadi, pada 
bangsa Indonesia — yang telah — mampu 
mempersatukan ribuan perbedaan dan persatuan itu 
harus pecah disebabkan kontestasi politik semata. 
Semua tindakan yang berlebihan harus disikapi baik 
yang terlalu ekstrem agama ataupun ekstrem 
SARA, terlebih lagi yang memanfaatkan polarisasi 
untuk memecah persatuan dan kesatuan. 


Salah satu penyebab terjadinya polarisasi politik 
diatas adalah penggunaan strategi politik identitas 
secara berlebihan yang digunakan politisi dalam 
mencari suara rakyat. Penggunaan politik identitas 
dimaksud untuk menarik suara dan simpati rakyat 
yang memiliki persamaan identitas dengannya. 
Persamaan identitas tersebut dapat berupa 
persamaan agama, ras, suku, budaya, kelompok atau 
bahkan persamaan penderitaan. 


Sebagai negara demokrasi, praktik politik 
identitas di Indonesia acap kali muncul di tahun- 
tahun politik. Sejatinya, praktik ini tidaklah 
berbahaya jika dilakukan dengan wajar dan tetap 


menghargai identitas kelompok lain. Namun 
sebaliknya, praktik politik yang sifatnya 
menjelekkan atau menghina identitas kelompok lain 
akan memberikan dampak yang besar bagi 
ketahanan dan keamanan nasional dalam jangka 
panjang. Hal tersebut karena praktik politik 
identitas mengarah pada dampak yang berlawanan 
dengan tujuan demokrasi dan lebih menjurus pada 
perpecahan yang menyebabkan terjadinya 
distabilitas politik dan disintegrasi bangsa. 


Menyikapi masalah di atas, dalam pandangan 
penulis moderasi beragama sejatinya dapat 
dijadikan kacamata yang pas dalam menghadapi 
tahun-tahun politik. Hal ini karena dalam moderasi 
beragama terdapat prinsip-prinsip yang menuntut 
sesama umat beragama untuk saling menghargai 
perbedaan pendapat. Namun demikian, kurangnya 
literasi akan pentingnya moderasi beragama 
menyebabkan konsep ini kurang populer di mata 
masyarakat. Oleh sebab itu, melalui makalah ini, 
penulis tergugah untuk membahas strategi-strategi 
dalam upaya penguatan moderasi beragama sebagai 
solusi menyikapi politik identitas. Adapun metode 
yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini 
adalah metode deskriptif kualitatif (Afifi, 2023). 


2. Pembahasan 


2.1. Kajian konseptual tentang moderasi 
beragama dan politik identitas 


Dalam ajaran Islam, padanan kata moderasi ialah 
wasathiyah. Kata wasathiyah berasal dari akar kata 
yang memiliki arti di tengah-tengah, berada di 
antara dua ujung, adil, atau biasa saja (Kosim, 
2019). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), moderasi berarti sikap 
pengurangan kekerasan dan menghindari 
keekstriman (Darraz, 2017: Tim Penyusun 
Kementerian Agama RI, 2019). 


Secara istilah, moderasi beragama dipahami 
sebagai nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar 
pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak 
berlebihan dalam hal-hal tertentu (Kosim, 2019). 
Sebagian lagi mengartikan moderasi beragama 
sebagai suatu sikap yang berusaha mengambil 
posisi tengah dari dua sikap yang berlawanan dan 
tidak berlebih-lebihan agar satu dari dua sikap 
tersebut tidak mendominasi pikiran atau sikap 
seseorang (Shihab, 2019). Ada juga yang 
berpendapat bahwa moderasi beragama adalah 
sebuah sikap yang mengedepankan keseimbangan 
dalam hak, keyakinan, moral, dan watak ketika 
bermuamalah atau bersosialisasi dengan sesama 
(Subhi, 2019). 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 
moderasi beragama adalah sebuah konsep yang 
dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam agar 
bersikap tengah-tengah di antara dua pilihan dan 
tidak berlebih-lebihan terhadap hal tertentu serta 
selalu mengedepankan keseimbangan ketika 
bermuamalah atau bersosialisasi dengan sesama. 


Berbicara mengenai politik identitas, pencetus 
pertama istilah tersebut sampai saat ini masih 
menjadi misteri. Namun secara substantif, politik 
identitas dikaitkan dengan gerakan perlawanan dari 
suatu kelompok masyarakat yang merasa 
tersingkirkan oleh dominasi besar kelompok lain 
akibat perbedaan identitas (Maarif et al., 2010). 


Menurut Agnes Heller politik identitas adalah 
sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya 
terletak pada perbedaan sebagai kategori politik 
utama (Ardipandanto, 2020). Hampir sama dengan 
pendapat Heller, Rahman mendefinisikan politik 
identitas sebagai sebuah cara untuk memobilisasi 
massa dengan menggunakan identitas sebagai 
magnet dalam menarik simpati individu-individu 
demi berproses untuk menyelesaikan masalah 
kelompoknya (Rahman, 2020). 


Dengan demikian, politik identitas dalam 
padangan penulis adalah sebuah gerakan politik dari 
suatu kelompok yang merasa tersaingi oleh 
kelompok lain, sehingga mereka menggunakan 
persamaan identitas dalam menarik simpati dan 
memobilisasi massa. 


2.2. Moderasi beragama dan politik identitas 
dalam perspektif al-Our 'an 


Dalam ajaran Islam, konsep moderasi 
diekspresikan dengan menolak segala bentuk 
keekstriman, baik ekstrim kiri (liberalisme) maupun 
ekstrem kanan (sekulerisme) (Afifi, 2021, Nurdin et 
al., 2020). Agama Islam menuntut umatnya untuk 
membuka kedua mata dengan melihat ke kanan dan 
ke kiri. Mata-mata tersebut menolak ke dua sisi 
karena enggan memihak kepada pelampauan batas 
atau pengurangannya. Tetapi walaupun begitu, 
dipertimbangkan antara keduanya untuk dicari 
unsur yang baik lalu dipertemukan ditengah secara 
harmonis sehingga lahir keseimbangan antar 
keduanya. Ini dilakukan agar umat Muslim menjadi 
umat terbaik, seperti yang diisyaratkan dalam Al- 
Our'an, Surah Al-Bagarah ayat 143 yang artinya: 


“dan demikian pula kami menjadikan kamu (umat 
Islam), “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan)kamu.....” (O.S. Al- 
Bagarah: 143) 


Dalam buku Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, kata 
ummatan wasathan di ayat tersebut memiliki arti 
umat pilihan terbaik, sebagaimana dikatakan 
“Rasulullah wasathan fi gaumihi” atau Rasulullah 
adalah yang terbaik di antara kaumnya. Sedikit 
berbeda, Buya Hamka dalam bukunya Tafsir Al- 
Azhar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 
ummatan wasathan di sini adalah umat yang 
menempuh jalan tengah dan menerima hidup dalam 
kenyataannya. Pendapat ini selaras dalam 
penjelasan M. Ouraish Shihab dalam bukunya 
Tafsir Al-Mishbah yang menyatakan bahwa posisi 
yang paling ideal bagi umat Muslim adalah di 
tengah. Posisi ini akan menyebabkan umat Muslim 
dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang 
berbeda, dan ketika itu ia akan menjadi teladan bagi 
semua pihak (Hamka, 1989a, Muhammad, 2005a, 
Nurdin & Abbas, 2012, Shihab, 2010, 2019). 
Berdasarkan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa 
untuk menjadi umat yang terbaik, seorang Muslim 
harus mampu ber-wasathiyah atau bersikap 
moderat.  Moderat disini bukan berarti 
meninggalkan agama dan lemah dalam beragama 
atau bahkan cenderung kebablasan sehingga 
mengarah kepada kebablasan. Menjadi moderat 
berarti bersikap tengah dalam menyikapi 
keberagaman. Ia mesti moderat dalam pandangan 
dan keyakinannya, pemikiran dan perasaannya serta 
seluruh keterikatan-keterikatannya. 


Setelah memahami konsep Moderasi beragama 
dalam perspektif al-Guran, selanjutnya adalah 
mendalami maksud dari politik identitas. Dalam al- 
Our'an banyak ditemukan istilah-istilah yang 
mengisyaratkan tentang politik identitas, salah 
satunya dalam firman Allah 9.S. Al-Imron, 28 yang 
artinya: 


Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang- 
orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang- 
orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya 
lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari 
mereka. (O.S. Al-Imron, 28) 


Melalui ayat ini Allah melarang hamba-hamba- 
Nya yang beriman untuk mengangkat orang-orang 
kafir sebagai wali dan pemimpin dengan kecintaan 
kepada mereka dan mengabaikan orang-orang yang 
beriman (Hamka, 1989b, Muhammad, 2005b). 
Sementara itu Buya Hamka dalam bukunya Tafsir 
Al-Azhar menjelaskan bahwa orang yang berirnan 
akan dikeluarkan dari gelap kepada terang jika 
memilih wali dari golongan mereka. Maksud wali di 
sini tidak hanya bermakna pemimpin, namun juga 
dapat diartikan pengurus, teman karib, sahabat 
maupun pelindung (Hamka, 1989b). 
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Jika diteliti dan dipahami lebih dalam, selain 
larangan memilih pemimpin kafir, ayat di atas juga 
mengisyaratkan padangan al-Guran mengenai 
politik identitas. Dalam pandangan Islam umat 
Muslim dianjurkan bahkan diwajibkan untuk 
memilih calon pemimpin yang memiliki identitas 
yang sama dengan mereka yakni beragama Islam. 
Selain persamaan identitas agama, isyarat politik 
identitas dalam al-Gur'an juga dapat dilihat dari 
beberapa ayat yang menjelaskan karakter atau 
kepribadian seorang pemimpin. Diantara ayat-ayat 
tersebut mengenai pemimpin itu harus laki-laki atau 
perempuan, pemimpin harus dari suku atau rasnya 
masing-masing, dan lain sebagainya (Efendi & 
Charles, 2022). 


Dari pembahasan pada sub-bab ini, dapat 
disimpulkan bahwa menurut al-Guran bersikap 
moderasi merupakan syarat mutlak bagi umat 
muslim agar menjadi umat terbaik di muka bumi. 
Sementara mengenai politik identitas, al-Guran 
telah menganjurkan bahkan mewajibkan umat islam 
untuk memiliki identitas dalam kegiatan berpolitik 
di tengah masyarakat. prinsip politik identitas dalam 
al-Ouran diisyaratkan melalui eksistensi ayat-ayat 
yang menjelaskan tata cara dan kriteria memilih 
pemimpin. 


2.3. Eksistensi moderasi beragama dan politik 
identitas di Indonesia 


Berbicara tentang moderasi beragama di 
Indonesia, K.H. Hasyim Asy'ari pernah berkata 
bahwa negara Indonesia merupakan bangsa yang 
satu, agama yang satu dan madzhab yang satu 
ahlussunah — waljamaah. Perkataan beliau 
menunjukan bahwa prinsip moderasi beragama di 
Indonesia sejatinya telah perkenalkan sejak lama, 
bahkan sebelum Indonesia merdeka. Selain itu, 
praktik moderasi beragama juga telah mendapat 
legitimasi secara yuridis oleh pemerintah melalui 
eksistensi UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 tentang 
Kebebasan Beragama yang berbunyi: 


“(I) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” 


Pasal ini menjadi bukti legitimasi dari para 
pendiri bangsa bahwa Indonesia bukan negara 
agama, dan tidak pula melarang segala ritual agama. 
Bahkan agama dan budaya dibaur menjadi suatu 
kerukunan yang kedamaian dengan menjunjung 
tinggi nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) 
(Nisa, Yani, Andika, Yunus, & Rahman, 2021). 
Selain itu, moderasi beragama terbukti telah 


berhasil merawat keberagaman agama dan adat 
budaya di Indonesia. Ribuan perbedaan yang 
dianugerahkan Allah SWT. tidak serta merta 
memecah belah masyarakat Indonesia, justru 
melalui konsep wasathiyah yang dicerminkan 
melalui semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, 
perbedaan tersebut dapat dirajut menjadi tenun 
kebangsaan dengan memadukan kearifan dan adat 
istiadat setempat (Ah. Fawaid et al., 2020: Wahid, 
1989). 


Lebih dari itu semua, moderasi beragama juga 
telah nyata bermanfaat besar dalam mencegah 
masuk dan berkembangnya paham radikalisme dan 
terorisme di Indonesia. Ketika marak terjadinya 
pemboman yang menghantui Indonesia di awal 
tahun 2000-an, Muhammadiyah dan Nahdhatul 
Ulama” (NU) telah berhasil menginisiasi dan 
memimpin gerakan moderasi beragama dengan 
membentuk Centre of Moslem Moderate (CMM). 
Gerakan ini dapat dilihat dari hasil konfrensi ulama 
se-ASEAN yang diadakan di Jakarta untuk pertama 
kali yaitu The Jakarta Internasional Islamic 
Conference dengan tema “Strategi Dakwah Menuju 
Moderasi beragama.” 


Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa konsep moderasi beragama 
bukanlah hal yang baru di Indonesia. Eksistensi 
moderasi beragama telah lama diperkenalkan dan 
sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah. 
Konsep moderasi beragama sangat terbukti nyata 
mampu merawat keberagaman yang menjadi ciri 
khas Indonesia, baik keberagaman agama, adat 
istiadat budaya dan lain sebagainya. Sementara itu, 
membahas eksistensi Politik identitas, sejatinya 
praktik ini telah diperkenalkan oleh para pejuang 
kemerdekaan di masa penjajahan. Para pejuang 
terdahulu, melawan penjajah dengan memanfaatkan 
politisasi identitas, yakni mengajak rakyat 
Indonesia untuk berjuang bersama dengan mereka 
karena memiliki persamaan identitas berupa 
persamaan penderitaan (Abbas, 2020: Madjid, 
1995). 


Sejak bergulirnya Era Reformasi dan 
berubahnya bentuk pemerintahan Indonesia 
menjadi Republik yang berdemokrasi, praktik 
politik identitas saat ini lebih sering dijumpai di 
tahun-tahun kontestasi politik. Sebagai contoh 
adalah praktik politik identitas pada Pilkada DKI 
Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Fenomena ini pada 
dasarnya lumrah dalam sebuah kontestasi politik, 
namun jika para politisi menggunakan praktik 
politik identitas dengan mengkampayekan narasi- 
narasi kebencian atau mengina identitas lawan 
politiknya tentu hal itu tidak dibenarkan karena 
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dapat menimbulkan permusuhan bahkan konflik 
berkepanjangan. 


Pada perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017, 
praktik politik identitas dapat diidentifikasi melalui 
ekspresi kebahagiaan pendukung pasangan Anis- 
Sandi atas kemenangan melawan pasangan Ahok- 
Djarot. Kala itu pasangan Anis-Sandi yang 
disokong kelompok Pemilih Muslim berpendapat 
bahwa kemenangan ini merupakan langkah awal 
untuk melanjutkan trend positif pada pilkada dan 
pilpres periode selanjutnya (Al-Farisi, 2020). 
Sementara itu, pada pelaksanaan Pilpres 2019, 
praktik politik identitas kala itu kentara terlihat 
melalui konsep populisme yang dibawa oleh politisi 
populis yang menggambarkan bahwa pemerintah 
memarginalkan kelompok Muslim. Misalkan 
gerakan “2019 ganti presiden”, “partai setan vs 
partai Allah”, ketidakpercayaan terhadap lembaga 
survei yang dinilai merugikan pasangan mereka, 
baik lembaga survei pemerintah maupun 
independen (Ardipandanto, 2020). 


Berkaca dari fenomena-fenomena tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa politik identitas sejatinya 
tidak berbahaya bagi bangsa Indonesia jika disikapi 
dengan baik. Namun sebaliknya, ia akan dapat 
memecah belah persatuan dan kesatuan jika disalah 
gunakan oleh oknum-oknum tertentu hanya demi 
mendapatkan kekuasaan semata. 


3. Upaya internal dan eksternal dalam 
penguatan moderasi beragama. 


3.1. Upaya internal dalam menyikapi politik 
identitas 


Praktik politik identitas yang muncul setiap 
moment kontestasi politik menggambarkan belum 
terciptanya  tranformasi masyarakat menuju 
indovidu yang demokratis dan belum tercapainya 
demokrasi yang terarah (Arifin & Abbas, 2007, 
Fitri, Afifi, & Abbas, 2022). Menurut pendapat 
penulis, hal paling urgent dilakukan adalah 
bagaimana membangun pondasi demokrasi yang 
kuat bagi setiap warga negara agar kokoh dalam 
menghadapi berbagai dinamika proses demokrasi. 


Menyikapi masalah di atas, konsep moderasi 
beragama sangat cocok dipopulerkan sebagai salah 
satu upaya membantuk pondasi demokrasi yang 
kokoh bagi masyarakat Indonesia terutama umat 
Muslim. Hal ini karena prinsip-prinsip yang 
diajarkan dalam moderasi beragama diadaptasi dari 
al-Guran dan as-Sunnah sehingga sesuai dengan 
perubahan dan perkembangan zaman. Maka dari itu, 
diperlukan upaya-upaya faktual yang dimaksudkan 
menguatkan dan mempopulerkan konsep Islam 
wasathiyah di mata masyarakat umum. 


Upaya internal yang dimaksud di sini adalah 
segala upaya untuk mengokohkan moderasi 
beragama yang berasal internalisasi dalam diri 
sendiri (Aziz et al., 2019). Upaya dapat berhasil jika 
seorang Muslim mengimplementasikan nilai-nilai 
dan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam 
kegiatan mereka sehari-hari. Terdapat beberapa 
bentuk implementasi dari nilai dan prinsip moderasi 
beragama yang dapat mereka terapkan. 


Pertama, toleransi. Toleransi adalah sebuah 
sikap menghargai semua perbedaan yang dijumpai 
dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran Islam, 
toleransi menjadi salah satu sikap yang harus 
dimiliki oleh setiap Muslim. Allah berfirman dalam 
al-Ouran surah al-Bagarah ayat 256: 


“tidak ada paksaan dalam beragama....” (O.S Al- 
Bagarah: 256) 


Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini 
melarang umat Muslim untuk memaksa orang lain 
masuk ke dalam agama Islam. Perintah ini 
merupakan gambaran betapa tolerannya agama 
Islam kepada agama lain (Al-Mahalli & As- 
Suyuthi, 2021). Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
dalam urusan akhirat (agama) Islam dengan keras 
melarang umatnya bersikap intoleran, apalagi 
dalam urusan duniawi. 


Namun demikian, fenomena faktual saat ini telah 
terjadi degradasi toleransi di tengah-tengah 
masyarakat, khususnya ketika menghadapi 
kontestasi politik. Banyak umat Muslim yang tidak 
bisa menghargai perbedaan politik orang lain 
bahkan yang memiliki kesamaan agama. Fenomena 
ini semakin diperparah oleh praktik politik identitas 
yang dilakukan politisi. 


Menyikapi masalah ini, maka setiap Muslim 
harus senantiasa menghargai perbedaan pilihan 
tersebut dengan cara tidak merasa paling benar 
terhadap pilihan politik yang dipilih. Selain itu, 
sikap toleransi juga dapat diimplementasikan 
dengan mengajak umat Muslim dan umat beragama 
lain untuk berdiskusi guna mencari titik temu 
terhadap perbedaan di antara mereka. Upaya ini jika 
dilakukan dengan maksimal dan penuh dengan 
kedamaian, maka perbedaan tersebut menjadi 
sesuatu yang indah dan dapat dibanggakan kepada 
seluruh dunia. 


Kedua, seimbang (tawazun). Keseimbangan 
dalam Islam adalah sebuah keniscayaan yang harus 
diterapkan ketika menemukan dua kutub masalah 
yang saling berlawanan. Pada praktiknya, 
keseimbangan menuntut adanya ketidakberpihakan 
terhadap dua kutub tersebut, namun berusaha 
menghimpun unsur-unsur yang baik dari masing- 
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masing kutub dan sesuai dengan kadar yang 
dibutuhkan, sehingga lahir suatu sikap yang tidak 
berkelebihan tetapi juga tidak berkekurangan. 
Bentuk sikap ini, diwujudkan — melalui 
keseimbangan dari semua segi positif, baik segi 
keyakinan maupun praktik, materi maupun 
maknawi, duniawi maupun ukhrawi dan lain 
sebagainya (Munir et al., 2020). 


Dalam kehidupan berdemokrasi berpolitik, 
prinsip keseimbangan dapat diekspresikan dalam 
sikap politk, yaitu sikap menolak segala jenis 
keekstriman dan narasi kebencian. Khusus dalam 
praktik politik identitas, para politisi dapat 
mengimplementasikan sikap keseimbangan dengan 
berkampanye secara sehat, tidak memberikan orasi- 
orasi yang mengandung dan mengundang narasi 
kebencian. Selain itu hendaknya ia berfokus pada 
visi dan misi serta rencana program kerja jika ia 
terpilih duduk di bangku kekuasaan (Anwar et al., 
2006). Di sisi lain, bagi masyarakat awam, 
khususnya umat Muslim. sikap keseimbangan dapat 
diimplementasikan dengan menyaring, menilai dan 
membandingkan kampanye-kampanye politik yang 
diorasikan para politisi. Sikap ini akan menghindari 
mereka dari kebiasaan menerima suatu informasi 
yang belum jelas kebenarannya padahal informasi 
tersebut mengandung dan mengundang 
kebohongan. Banyaknya informasi menjadi 
tantangan yang berat untuk dihadapi dalam era 
digital saat ini (Afifi & Abbas, 2019). 


Ketiga, bersikap adil (“adalah). Ketika 
berbicara mengenai moderasi beragama, maka tidak 
akan terlepas dari yang namanya adil. Dalam 
pengimplementasiannya, sikap adil menuntut 
adanya proposionalitas dalam penilaianya, tidak 
condong berat sebelah ke salah satu sisi. Allah 
SWT. berfirman dalam al-Guran surah al-Maidah 
ayat 8: 


“Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu 
sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi 
saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap 
suatu, mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. 
Berlaku adillah kamu, karena (adil) itu lebih dekat 
kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah 
sesungguhnya Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu 
kerjakan.” (O.S. Al-Ma 'idah: 8) 


Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa umat 
Muslim dilarang berlaku tidak adil, bahkan kepada 
orang kafir disebabkan karena kebencian kepada 
mereka (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2021). Maka 
dari itu kebencian tidak pernah dapat dijadikan 
sebagai alasan untuk mengorbankan keadilan 
walaupun kebencian itu tertuju kepada non Muslim. 
Itu sebabnya Rasulullah mengingatkan kepada 


umatnya untuk berhati-hati terhadap doa orang yang 
zalim walaupun ia kafir, karena tidak ada 
penghalang antara doanya dan Allah SWT. 


Dari penafsiran dan penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa bersikap adil merupakan 
kewajiban bagi setiap orang terutama umat Muslim, 
tidak terkecuali ketika menghadapi praktik politik 
identitas. Oleh sebab itu, dituntut kepada setiap 
Muslim untuk dapat mengimplementasikan prinsip 
adil ketika bermuamalah antar sesama. Bagi 
seorang politisi, sikap adil dapat diekpresikan 
dengan menyamaratakan pelayanan antar daerah 
yang pilihannya. Jangan sampai kerena kekecewaan 
terhadap masyarakat di suatu daerah membuat ia 
menjadi pilih kasih dalam melayani mereka setelah 
duduk di kursi kekuasaan. 


3.2. Upaya eksternal dalam menyikapi politik 
identitas 


Selain upaya internal, upaya eksternal juga harus 
dilakukan dalam mengokohan dan penguatan 
moderasi beragama. Upaya eksternal adalah upaya 
melibatkan faktor luar dalam pengokohan dan 
penguatan moderasi beragama tersebut. Faktor luar 
yang dimaksud meliputi keluarga, tokoh agama, dan 
pemerintah. 


Pertama, keluarga. Keluarga memiliki peran 
dalam keberhasilan mengokohkan moderasi 
beragama, terutama untuk para remaja tujuh belas 
tahun ke atas yang baru pertama kali terjun ke dunia 
politik sebagai pemilih aktif. Agar para remaja ini 
tidak termakan oleh dampak dampak buruk dari 
politik identitas maka keluarga harus mendidik 
mereka untuk selalu mengaplikasi prinsip-prinsip 
moderasi sedari kecil. Sebagai contoh mengajarkan 
anak menghargai orang lain yang lebih tua, dan 
yang memiliki perbedaan pendapat dengannya. 


Kedua, tokoh agama dan pendidikan. Tokoh 
agama seperti ustdaz dan para da'i serta pemuka 
atau pemimpin agama lain, memiliki peran yang 
cukup besar dalam penguatan moderasi beragama. 
Hal ini disebabkan keilmuan yang mereka miliki 
mampu menjadi penyaring atau benteng masyarakat 
awam ketika menghadapi praktik politik identitas. 
Adapun kegiatan yang dapat para tokoh agama ini 
lakukan adalah dengan membuat ceramah, kajian 
ataupun podcast tanya jawab, yang membahas 
secara khusus mengenai pandangan agama mereka 
dalam menyikapi politik identitas. Kegiatan ini 
dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun 
disebarkan melalui platform media sosial populer 
yang sering dikunjungi masyarakat. 


Institusi pendidikan seperti pesantren dan 
madrasah merupakan lembaga harus lebih pro-aktif 
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mengajarkan konsep moderasi.  Kurikulum- 
kurikulum dan metode pembelajaran perlu 
dikembangkan untuk membangun toleransi dan 
sudut pandang yang luas untuk menciptakan 
pemahaman yang utuh tentang wasathiyah. 
Sehingga kedepannya diharapkan di institusi 
pendidikan dapat memberikan pencerahan di 
tengah-tengah masyarakat (Abbas & Afifi, 2021: 
Amar, 2018). 


Ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah 
pemangku kekuasaan tertinggi dalam sebuah 
pemerintahan di suatu negara. Tidak heran setiap 
kebijakannya memiliki dampak yang besar dalam 
keberhasilan suatu program, tidak terkecuali 
kebijakan dalam upaya mengokohkan moderasi 
beragama. Beberapa upaya yang dapat pemerintah 
antar lain dengan sering mengadakan webinar baik 
secara online maupun offline dengan tema yang 
mengarah kepada pengokohan moderasi beragama 
di tahun politik. Dalam kegiatan ini pemerintah juga 
dapat memerintahkan kepada lembaga-lembaga 
pendidikan atau instansi terkait untuk melakukan 
hal yang sama. Upaya moderasi juga perlu dibantu 
dengan pengembangan infrastruktur yang dapat 
membantu terciptanya moderasi. Pengembangan 
literasi menjadi kunci yang harus menjadi perhatian 
utama dari pemangku kebijakan. Seiring dengan 
disrupsi digital yang semakin masif, cara dan teknis 
penyelenggaraan yang sesuai dengan zamannya 
juga perlu dikembangkan (Amar, 2018: Faisal, 
2020: Hefni, 2020: Oktavia, Afifi, Eliza, & Abbas, 
2023). 


Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan para 
influencer atau public figur yang memiliki banyak 
follower untuk dijadikan duta moderasi dan duta 
politik sehat. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih 
banyak simpatisan terutam dikalangan pemuda dan 
generasi milenial. Selain itu juga, pemerintah harus 
membuat peraturan mengenai batasan-batasan yang 
harus dijaga oleh setiap orang, baik politisi maupun 
masyarakat awam ketika menghadapi tahun politik. 
Peraturan ini harus bersifat tegas dan memaksa, 
tujuannya untuk menimbulkan efek jera bagi yang 
melanggar. 


Strategi-strategi di atas, secara substantif dapat 
mampu menguatkan moderasi beragama sebagai 
solusi menyikapi politik identitas. Namun hal ini 
tidak akan berhasil dengan baik jika di dalam 
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